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I. UMUM 

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan 

pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, 

efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing 

bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan 

memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang 

layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah 

mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui 

kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi 

jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan 

pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha. 

Dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah terbatas, 

Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh 

modalnya dimiliki oleh negara untuk pengusahaan jalan tol. 

Penugasan terhadap badan uaha milik negara tersebut dapat 

dilakukan dengan memberikan pengusahaan atau meneruskan bagian 
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jalan tol yang dibangun Pemerintah, serta pengoperasian dan 

pemeliharaan keseluruhan jalan tol. 

Selain itu, pengusahaan jalan tol diupayakan juga untuk mendukung 

pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, dan pengembangan jalan 

tol yang bersangkutan dan/atau pengembangan jalan tol lainnya yang 

layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial. 

Selain itu perlu pula meningkatkan fungsi jalan tol yang telah selesai 

masa konsesinya mendukung jalan tol lainnya yang belum layak secara 

finansial tetapi layak secara ekonomi yang mendapatkan penugasan 

Pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu untuk mengubah beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Jalan Tol. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 20 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol 

sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan alokasi 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

Penugasan tersebut termasuk juga penugasan 

Pemerintah untuk meneruskan pelaksanaan 

konstruksi yang dibangun oleh Pemerintah dan 

melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan 

tol tersebut.  

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Cukup jelas.  
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Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 22B 

Cukup jelas. 

 

Angka 3 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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